WALIKOTA TOMOHON
PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN

PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran
Pelaksanaan dan Penatausahaan  Pertanggungjawaban dan

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial.

. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2103 tentang Pembentukan

Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4273);

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,f



Menetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 201l tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Tahun 2019
Nomor 15);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA

PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORINGDAN EVALUASI HIBAHDAN BANTUAN SOSIAL.

BAB |
KETENTUANMUM

Pengertian

Pasal |

Dalam Peraturan Walikotaini, yang dimaksud dengan:
I, Daerah adalah Kota Tomohon

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah

penyelenggara pemerintahan daerah.
Walikota adalah Walikota Tomohon.

W

sebagai unsur

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDatau sebutan
lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah. tt,.



5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang terrnasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan ~ pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah  perangkat daerah pada Pemerintah  Daerah yang melaksanakan
pengelolaan APBD.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang

10. Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kota Tomohon.

II. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang dibentuk dengan keputusan Walikotadan dipimpin oleh sekretaris daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota
dalam rangka penyusunan APBDyang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKDdan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan,

12. Rencana Kerjadan Anggaran PPKDyang selanjutnya disingkat RKA-PPKDadalah
rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPDyang selanjutnya disingkat RKA-SKPDadalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan
anggaran SKPD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dinas /biro keuangan/bagian
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPDyang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha MilikNegara/Badan
Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

17.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah
daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

I18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok
dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,I



fenomena alam dan bencana alam yangjika tidak diberikan belanja bantuan sosial
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah
perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan
penerima hibah.

BABII
RUANGLINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau
jasa.

(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau

barang,

BABIII

HIBAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah; dan/ atau

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(3) Pemberian  Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah denganét



memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk

masyarakat.
(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memenuhi kriteria paling
sedikit;
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/ atau

2)ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
dan

memenuhi persyaratan penerima Hibah
Pasal 5

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah
non-kernenterian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.

(2) Hi

bah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ay

at (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana

ay

dimaksud dalam Pasal 4
at (I) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima

Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Hi

bah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:

a.

b.

badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubemur atau Walikota;

badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya
diakui oleh pemerintah  pusat dan/atau Pemerintah  Daerah  melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan
kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan I,




d Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) huruf d diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan
pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal6

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. memilikikepengurusan di daerah domisili;
b. memiliki keterangan domisilidari lurah setempat; dan
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan
dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah
Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

(I) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha MilikNegaraatau Badan
Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan hibah secara
tertulis kepada Walikota

(2) Usulan tertulis dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. rincian anggaran belanja;dan
d. waktu pelaksanaan

(3) Usulan tertulis dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah)yangt



menyatakan bahwa benar yang bersangku tan tidak menerima hibah dalam kurun
waktu | (satu) tahun sebelumnya dari Pemerintah Daerah.

(4) Walikota menunjuk SKPDdan unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(5) Penunjukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota

(6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.

(7)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah

Pasal 8

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
hibah dalam rancangan KUA dan PPAS

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (), meliputi
anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 9

(I) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKDdan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat () dan ayat (2)

menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 10

(1)Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) dianggarkan
dalam kelompok belanja tidak langsungjenis belanja hibah, obyek belanja hibah,
dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) meliputi:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Badan Usaha Milik Negaraatau Badan Usaha MilikDaerah; dan/atau

d Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia.

(3)Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa,
obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang
atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. f/




(4) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh SKPD terkait atau
unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon kepada penerima hibah.

Pasal 11

(1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
hibah dalam Lampiran Ill Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

(2) Format Lampiran Il Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 12

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan  anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-
SKPD.

Pasal 13

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama
oleh Walikota dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan
mengenai;
. pemberi dan penerima hibah;

a
b. tujuan pemberian hibah;

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/penyerahan  hibah; dan

f. tata cara pelaporan hibah.

(3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani

NPHD.

(4) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal Pemerintah  Daerah
memberikan Hibah berupa uang;

b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal Pemerintah  Daerah
memberikan Hibah berupa Barang/Jasa. *



Pasal 14

(1) Walikota rnenetapkan daftar penerirna hibah beserta besaran uang atau jenis
barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Walikota berdasarkan
peraturan daerah tentang APBDdan peraturan Walikota tentang penjabaran
APBD.

(2) Daftar penerirna hibah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pernerintah daerah kepada penerirna hibah
dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalarn bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pencairan dana hibah diberikan sekaligus dan/atau bertahap kepada penerirna
hibah berdasarkan NPHD.

(6) Pencairan dana hibah secara bertahap sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) dapat
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

(1) Mekanisrne pelaksanaan belanja hibah berupa uang dilakukan oleh SKPDatau
unit kerja terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan hibah
beserta kelengkapan persyaratan hibah kepada Walikota melalui BPKPDselaku
PPKDdalam rangkap 3 (tiga), sebagai berikut:

a. Hibah untuk pernerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1. Surat Pengantar permohonan pencairan hibah dari SKPD terkait atau
unit kerja di lingkungan Pemerintah KotaTomohon;
Usulan hibah;
. Keputusan Walikotatentang penerirna hibah;
NPHD;
Rincian penggunaan dana hibah oleh penerirna hibah;
Foto copy kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya pirnpinan
instansi penerima hibah;
7. Foto copy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening tersebut
rnasih aktif atas nama instansi;
8. Kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani oleh penerima hibah
(pirnpinan instansi);
9. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan digunakan sesuai NPHD; dan
10. Hibah kepada pernerintah daerah lain melarnpirkan keputusan sebagai
wilayah pemekaran

b. Badan Usaha Milik Negaraatau Badan Usaha Milik Daerah:

l. Surat pengantar permohonan pencairan hibah dari SKPD terkait atau
unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;

Bukti penerusan hibah pernerintah kepada BUMN/BUMD;

Keputusan Walikota tentang penerirna hibah;

NPHD;

Rincian penggunaan dana hibah oleh BUMN/BUMD; ~

o
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6. Foto copy kartu tanda penduduk dan/ atau identitas lainnya dari
pirnpinan dan bendahara BUMN/BUMD;
7. Foto copy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening tersebut
masih aktif atas narna BUMN/BUMD,;
8. Kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara
BUMN/BUMD:
9. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang
diterirna akan digunakan sesuai NPHD.
c. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan:
1. Surat pengantar permohonan pencairan hibah dari SKPD terkait atau
unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
Usulan hibah;

Keputusan Walikota tentang penerirna hibah;

NPHD;

. Rincian penggunaan dana hibah oleh penerima hibah;

Foto copy kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya dari
pimpinan dan bendahara badan, lernbaga/organisasi kernasyarakatan
penerima hibah;

7. Foto copy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening tersebut

masih aktif atas narna badan, lembaga/organisasi kemasyarakatan
penerirna hibah;

8 Kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan dan
bendahara, disternpel badan, lernbaga/organisasi kemasyarakatan
penerirna hibah;

9. Pakta integritasdari penerirna hibah yang rnenyatakan bahwa hibah yang
diterima akan digunakan sesuai NPHD.

SNV NN

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalarn rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 17

(I) Penerima hibah berupa uang menyarnpaikan laporan penggunaan hibah kepada
Walikota melalui PPKDdengan tembusan Inspektorat dan SKPDterkait

(2)Penerima hibah berupa barang atau jasa menyarnpaikan laporan penerimaan
hibah barang/jasa kepada Walikota melalui kepala SKPDterkait.

Pasal 18

(1)Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasijenis belanja hibah pada PPKDdalam
tahun anggaran berkenaan.

(2)Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada
jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPDterkait.U



Pasal 19
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;

a
b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
NPHD;

@

o,

. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima
akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima
barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

() Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya.

(2)Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima
telah digunakan sesuai NPHD;dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-
undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima
barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

(1)Realisasi hibah dicanturnkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.

(2)Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai
dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam
neraca.

Pasal 22

() Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada
catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah;l



(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/ atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum pada Lampiran II, sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
BANTUANOSIAL
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 23

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat.

Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
meliputi;

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak
stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena
alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 25

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan
sebelurnnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelurnnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)(



Pasal 26

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
memenuhi kriteria paling sedikit:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu
dapat berkelanjutan;
d. sesuai tujuan penggunaan

(2) Kiriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa

bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk
melindungi dari kemungkinan resiko sosial

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. memilikiidentitas yang jelas; dan
b. berdornisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajibdan tidak
harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d.jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana

Pasal 27

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan
Rekomendasi Dinas Sosial

(3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b
dituyjukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.jj



)

©)

(6)

(7)

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan antara lain:
a. Bansos yang diberikan dalam bentuk ;

. bantuan langsung;

2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau

3. penguatan kelembagaan.

b. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan
kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan.
c. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c
dituyjukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6)
huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap
orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai at.au mempunyai

sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak
bagi kemanusiaan.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan
oleh SKPD terkait.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf
f merupakan  serangkaian upaya yang dituyjukan untuk rehabilitasi, yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rchabilitasi, santunan duka
cit.adan santunan kebakaran rumah tinggal

(10) Santunan duka cita dan santunan kebakaran rumah tinggal sebagaimana

(M

dimaksud pada ayat (9) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh
penerima bantuan sosial

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah uang

yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia,
terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak
mampu.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan
kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak
mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian
kepada yatim piatu/tuna sosial, temak bagi kelompok masyarakat kurang
mampu.l(.




Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 29

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan wusulan tertulis kepada Walikota.
(2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi wusulan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Usulan tertulis dari anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) paling sedikit memuat
a. Surat permohonan bantuan;
b. Surat keterangan dari Kelurahan;

¢. Rencana kebutuhan.

(4) SKPD atau wunit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan
diberikan  wewenang untuk melakukan evaluasi usulan bantuan  sosial
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya,

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.

(6) TAPDmemberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

() Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
bantuan sosial dalam rancangan KUAdan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang,

Pasal 31
(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2)
menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian
obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. individu dan/ atau keluarga;
b. masyarakat; dan
c. lembaga non pemerintahant,




(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung

(1)

(2)

yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian

obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada  pihak
ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 33

Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD,
tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya.

Format Lampiran IV Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Walikotaini, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 34

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-
SKPD.

Pasal 35

Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBDdan peraturan
Walikota tentangpenjabaran APBD.

Penyaluran dan/ atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu
dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25.

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluargayang
tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta
mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPDterkait.

Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran
langsung (LS).

Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang
bantuan sosiall(,



Pasal 36

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 37

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKDdengan tembusan kepada SKPD
terkait.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial Walikota daerah melalui kepala SKPDterkait.

Pasal 38

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial
pada PPKDdalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan

sosial padajenis belanja barang danjasa dalam program dan kegiatan pada SKPD
terkait.

Pasal 39

(1) PPKDmembuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memuat nama penerima,

alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu
dan/ atau keluarga.

Pasal 40
(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;

b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang
atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/ atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya.ll,




Pasal 41

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-
undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah
terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan
dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan

Pasal 42

(I) Realisasi bantuan sosial dicanturnkan pada laporan keuangan pemerintah daerah
dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan
sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca

Pasal 43

(I) Realisasi  bantuan  sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan

pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerin tah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran | Peraturan Walikota
lill.

BABV
MONITORING DANEVALUASI

Pasal 44

(1) SK.PDterkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan
bantuan sosial. |



(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan
fungsi pengawasan.

Pasal 45

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosialyang tidak sesuai dengan usulan
yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUANPERALIHAN
Pasal 46

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6)
dikecualikan terhadap:

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan
Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan
Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan
kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai
dengan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2013;

c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar
yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap
berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga
Negara Asingbersama WargaNegara Indonesia atau Badan Hukum asing yang
telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang
Nomorl7 Tahun 2013 dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung
sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tomohon
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 13),dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.(




Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah.

4 Januari 2019

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2019

HAR LD VICTOR LOLOWANG

SERITADAERAHKOTA TOMOHONTAHUN2019 NOMOR 2
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DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

No

NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA

JUMLAH (Rp)

2

3

4

D B W N —

dst




LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TOMOH ON

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ ATAU
JASA SERTABANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORANREALISASI ANGGARAN SKPD

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
SKPD

LAPORANREALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 20..

Nomor
Urut

Uraian

Anggaran
setelah
Perubahan

Realisasi

Lebih
(Kurang)

Pendapatan

Pendapatan Asli
Daerah

1.1.1

Pendapatan Pajak
Daerah *)

1.1.2

Pendapatan Retribusi
Daerah

1.1.4

Lain-lain Pendapatan
AsliDaerah yang sah

Jumlah

Belanja

Belanja Tidak
Langsung

2.1.1

Belanja Pegawai

22

Belanja Langsung

221

Belanja Pegawai

222

Belanja Barang dan
Jasa

2221

Belanja Hibah
Barang

22211

Hibah
Barang/ J asa yang
diserahkan kepada




pihak
ketiga/rnasyarakat
2222 Belanja Bantuan
Sosial

22221 Bantuan Sosial
barangyang
diserahkan kepada
pihak

ketiga/ masyarakat
2.22.3 Belanja barang
untuk diserahkan
kepada pihak
ketiga/ masyarakat
selain hibah dan
bantuan social**)

2.22.%X Barang/jasa selain
hibah dan bantuan
social

2.2.3 Belanja Modal

Jumlah

Surplus / (devisit)

*) Khusus untuk SKPDyang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

**) Terrnasuk penganggaran hadiah yang diberikan kepada kegiatan dalam
suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.




II. FORMATLAPORAN REALISASIANGGARANSKPD

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANGBERAKHIR SAMPAIDENGAN 31 DESEMBER 20 ..
Anggaran .
Ng:::r Uraian Setelah Realisas (szl:l:lg)
Perubahan
1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pajak Daerah
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipasahkan
1.1.4 Lain-lain hasil pendapatan
asli daerah yang sah
1.2 Dana Perimbangan
1.21 Dana Bagi Hasil
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil bukan pajak
/ sumber daya alam
1.22 Dana Alokasi Umum
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.3 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
1.3.1 Pendapatan Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
135 Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya
Jumlah Pendapatan
2 Belanja
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.2 Belanja Bunga
2.1.3 Belanja Subsidi
2.1.4 Belanja Hibah
21.5 Belanja Bantuan Sosial
21.6 Belanja Bagi Hasil
21.7 Belanja Bantuan Keuangan
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja
SURPLUS/ (DEFISIT)




3 Pembiayaan Daerah
3.1 Penerimaan Pembiayaan
Daerah
31.1 Penggunaan SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.13 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
31.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
31.6 Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
Daerah
321 Pembentukan Dana
Cadangan
322 Penyertaan Modal (Inestasi)
Pemerintah Daerah
3.23 Pembayaran Pokok Utang
324 Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Neto
33 Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA)




1. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH
DAE RAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAE RAH
No Uraian SATKER | SATKER | PPKD @ Gabungan
| 2

1 Pendapatan

2 Pendapatan Asli
Daerah

3 Pendapatan Pajak XXX XXX XXX
Daerah

4 Pendapatan Retribusi XXX XXX XXX
Daerah

5 Hasil Pengelolaan XXX XXX
Kekayaan Daerah
yang dipisahkan

6 Lain-lain PAD yang XXX XXX XXX XXX
sah

7 Jumlah Pendapatan XXX XXX XXX
Asli Daerah

8 Dana Perirnbangan XXX XXX

9 Lain-lain Pendapatan XXX XXX
yang sah

10 Jumlah Pendapatan XXX XXX XXX XXX

11 Belanja

12 Belanja Tidak XXX XXX XXX XXX
Langsung

12.1 Belanja Pegawai XXX XXX XXX

122 Belanja Bunga XXX XXX

12.3 Belanja Subsidi XXX XXX

12.4 Belanja Hibah XXX XXX

125 Belanja Bantuan XXX XXX
Sosial

12.6 Belanja Bagi Hasil XXX XXX

127 Belanja Bantuan XXX XXX
Keuangan

12.8 Belanja Tidak XXX XXX
Terduga

13 Belanja Langsung XXX XXX XXX

13.1 Belanja Pegawai XXX XXX XXX

13.2 Belanja Barang dan XXX XXX XXX
Jasa

13.211 Belanja Hibah XXX XXX XXX
Barang




13211

Hibah barang/jasa
yang  diserahkan
kepada pihak
ketiga/rnasyarakat

XXX

XXX

XXX

1322

Belanja Bantu an
Sosial Barang

XXX

XXX

XXX

13.221

Bantuan social
barang yang
diserahkan kepada
pihak ketiga
/ masyarakat

XXX

XXX

XXX

13222

Belanja barang
untuk  diserahkan
kepada pihak
ketiga/ rnasyarakat
selain hibah dan

ban tuan social **)

XXX

XXX

XXX

1323

Barang/jasa  selain
hibah dan bantuan
social

XXX

XXX

XXX

133

Belanja Modal

XXX

XXX

XXX

14

Jurnlah
Belanja

XXX

XXX

XXX

XXX

15

Surplus /

Defisit

XXX

XXX

XXX

XXX

16

Pernbiayaan Daerah

17

Penerirnaan
Pernbiayaan

XXX

XXX

18

Pengeluaran
Pernbiayaan

XXX

XXX

19

Pernbiayaan WNeto

XXX

XXX

20

Sisa Lebih Pernbiayaan
Tahun berkenaan
(SiLPA)

XXX

XXX




B. KONVERSI

PEMERINTAHDAERAH

HIBAH BARANG DAN/ ATAU JASA SERTA BANTUAN
BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI

No Uraian Gabungan
1 Pendapatan
2 Pendapatan  Asli Daerah
3 Pendapatan Pajak Daerah XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX
5 Hasil pengelolaan kekayaan XXX
daerah yang dipisahkan
6 Lain-lain PADyang sah XXX
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX
8 Dana Perimbangan XXX
9 Lain-lain Pendapatan yang sah XXX
10 Jumlah Pendapatan XXX
11 Belanja
12 Belanja Tidak Langsung XXX
12.1 Belanja Pegawai XXX
12.3 Bunga XXX
12.4 Subsidi XXX
12.5 Hibah XXX
12.6 Bantuan Sosial XXX
13 Belanja Langsung XXX
Belanja Pegawai XXX
Belanja Barang dan Jasa XXX
1) Hibah barang/ jasa yang XX
diserahkan kepada pihak
ketiga/ masyarakat
2) Bantuan sosial barang/ jasa XX
pihak ketiga/ masyarakat
3) Barang/jasa selain 1) dan 2) XX
Belanja Modal XXX
14 Jumlah belanja XXX
15 Surplus/ defisit X.XX
16 Pembiayaan Daerah XXX
17 Penerimaan Pembiyaan XXX
18 Pengeluaran Pembiayaan XXX
19 Pembiyaan Neto XXX
20 Sisa Lebih Pembiayaan tahun XXX

berkenaan (SiLPA)

berkenaan (SiLPA)

SOSIAL
ANGGARAN
Uraian Pemda
Pendapatan
Pendapatan = Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah XXX
Pendapatan Retribusi Daerah XXX
Hasil pengelolaan kekayaan XXX
daerah yang dipisah.kan
Lain-lain PADyang sah XXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX
Dana Transfer XXX
Lain-lain Pendapatan yang sah XXX
Jumlah Pendapatan XXX
Belanja XXX
Belanja Operasional XXX
Belanja Pegawai XXX
Belanja Barang XXX
XXX
Bunga XXX
Subsidi XXX
Hibah XXX
1 Bantuan Sosial XXX
Belanja Modal XXX
Jumlah belanja XXX
Surplus/ defisit XXX
Pembiayaan Daerah XXX
Penerimaan Pembiayaan XXX
Pengeluaran pembiayaan XXX
Pembiyaan Neto XXX
Sisa. Lebih Pembiayaan tahun XXX
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